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1za Fadri

SWT y-ang Maha
Nya kixranya tidak ; ang mulia ini
untuk menyampaikan Pidato Pefigiliiiian sebagai Guru Besar.

Atas berkat rakhmat dan hidayah-Nya pula kita semua dapat
berkurmpul untuk menghadiri acara pengukuhan saya sebagai
Guru Besar Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK (STIK-
PTIK), di Auditorium STIK-PTIK pada hari yang bersejarah ini.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Senat
STIK-P*TIK yang telah menyelenggarakan rapat senat terbuka ini
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dengan mengu
kepada saya
kesemp
dalamg

unsur yang un I -h a’ sebagai
disiplin hukum yafig. substantif
adalah menunjuk kepada®e H i tindak pidana
internasional (international crimes).? Menurut Neil Boister, tindak

! Cherif Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, Transnational Publisher, 2003;
dan Illias Bantekas dan Susan Nash, International Crintinal Law, Cavendish Publishing Limited,
2003, hal. 1. lllias Bantekas dan Susan Nash mengawali tulisan dalam buku tersebut dengan
pernyataan: luternational criminal law (ICL) constitutes the fusion of two legal disciplines: infernational
lmw and domestic criminal law.

2 1za Fadri, dkk., Hukum Pidana Internasional, Jakarta: STIK-PTIK, 2012, hlm. 18.
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pidana internasiong
1nternasxonal a

iction of subjects
/MPI [Intemationﬁl

prinsip-prinsip
pakan HPI tersebut dapat berlan

enforcernent sy
model campuran |

Keseluruhan aspek dan/atau lingkup HPI di atas, sangat
relevan secara teoretis dan praktis, dikaitkan dengan tugas dan
kewenangan Polri selaku alat negara dan penegak hukumsebagai
representasi otoritas kekuasaan yang berpotensi untuk terjadinya
pelangzaran HAM, termasuk pelanggaran HAM yang berat.

} Neil Bois ter, Transnational Criminal Law, European Journal of International Law, 2003.
*Iza Fadri, dkk., Loc. Cit.



Demikian juga p
nasional,
pesat kej:
kewen

2 crim
perkem
pertama ya
dengan penjatuhas
Perjanjian Perdamaian 3 pada tahun 1648
yang mengakhiri perang 30 tahun dan memunculkan desakan
untuk melakukan penuntutan internasional terhadap pelaku
pelanggaran hukum humaniter.® Pasca Perang Dunia II (PD IJ)
terdapat pembentukan MPI atau ICC bersifat Ad Hoc yang dibentuk

5 William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge: Cambridge
University Press, 2001.
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oleh negara-nege
sejumlahl kasu®

pelaku-pelaku kasus pelanggaran HAM yang Berat Kamboja (killing
field) yang diperiksa dan diadili oleh Extraordinary Chambers in the
Court of Cambodia for the Prosecution of Crimes Commited during
the Pertod of Democratic Cambodia (Extraordinary Chambers/
Majelis Luar Biasa). Majelis Luar Biasa ini terdiri dari campuran
Hakim XKamboja dan Hakim dari 7 (tujuh) Negara lain, serta
memerilcsa dan mengadili berdasarkan campuran antara hukum

)



nasional (Kamboj
dan beker_l ‘

yang mempunyai h

atau ICC y
kriminal (crirmi
berat: Genosida (the, terhadap
Kemanusiaan (Crimes ag atan Perang (War
Crimes), dan Agresi (the Crimes of Aggresszon) ICC menjalankan
proses peradilan dari penyelidikan sampai pemidanaan pelaku-

pelaku pelanggaran HAM yang berat (individual criminal liability).
Tujuan Statuta ICC adalah untuk menegakkan prinsip atau
kaedah HPI terhadap pelanggaran HAM yang berat, sehingga
dapat dicegah munculnya kekejaman dan impunitas atas pelaku
pelanggaran HAM yang berat dan korban pelanggaran HAM yang

M yang
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berat tetap mempe
termasuk men

h Liga Bangsa—Bang
Internasmnal yang jt

2005 tentang
Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasmnal tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam

®Kedudukam, peranan dan yurisdiksi kriminal ICJ atau Mahkamah Internasional ini, tidak
menjadi fokus atau substansi pokok Pidato Pengukuhan,



kerangka hukumg : ula laws
of war kemy
terdapat pu

o evd), yang terdiri atas b
ukum Den Haag 1899 dan 190
terdiri atas berbagai konvensi.”

1 mendapat persema

onesia, perken_lbaﬁg-

terhad.

harus melihs
yang terdapat dala;
Hoc pasca PD II sebagai
sumber utama penyusunan Statuta ICC.®

Foleh ICC Ad
atas yang menjadi

7 Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 tentang Malkamah Pidana Internasional: Dalam Kerangka
Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional, Bandung: Alumni,
2011, hal. 189-192.

8 Zulkarnein Koto, Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Dari Keterbatasan Substansi Hukum ke Kelemahan
Penerapan Hukum?), dalam Jurnal Studi Kepolisian, Kejolatan HAM Berat, Edisi 066 Oktober-
Desember 2005, Jakarta: PTIK-PPITK, 2005, him. 99-100. Lihat juga: Mahkamah Agung RI, Pedoman
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjmwaban
Konmando, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.
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Dalam perjal
HAM berat yar
Pengadilan’ :
adalah

pada Pasa
contained 1
to intervene in at ' s ! he’tomestic
Jurisdiction of any . ersto submit such
matters to settlement under the present C rter but this principle

? Berbeda dengan Statuta ICC yang menganut prinsip non-retroaktif, UU Pengadilan
HAM memuat prinsip retroaktif. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM
disebutkan:™ Pelang garan hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya
Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc”. Selanjutnya
dalam Pasal 44 disebutkan: “Pemeriksaan di Pengadilan HAM Ad Hoc dan upaya hukumnya
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan dalam Statuta
ICC, pada Pasal 11 (1) di bawah judul [urisdiction ratione temporis disebutkan: “The Court has
jurisdicditon only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute”,
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shall not prejudiee nt, measures
under Chaptef
yang menik
aspek

=ndapat pembahasan serius adalah
iksi kriminal ICC

mble Statuta ICC
pelengkap yurisdik

tuta ICC, pada Paragraf 10 dise asizitig
shed under this Statute shall be co

complententary to national crimi

i bawah judul Issues of admissibility, diseb
Preamble and article 1, Htt." j

(a) The caset ess the
State is it 4 ' i0

(b) The case has beer 2 State has decided
not to prosecute the Tie unwillingness or
inability of the State genuinely fo'p ic; T

(c) The person conceried has already been tried for conduct which is the subject of the complaint,
and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;

(d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.

2. In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to
the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following
exist, as applicable:

(a) The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose
of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction
of the Court referred to in article 5;

(b) There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent
with an intent to bring the person concerned to justice;
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Berdasarkan
Statuta ICC

iksi pengadilan Indonesia. Terlebi
ekanisme atau prgse

(in pro prio mot
dari: negara ar

(c) The proceedings were noter:
were or are being conducted in a1
intent to bring the person concerned to justice.

3. In order to defermine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total

or substaratial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain

the accuse e or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.

mpartially, and they
aices, is inconsistent with an

21 Fadri, Prospek Hukum Pidann Internasional: International Criminal Court (ICC), Jakarta: STIK-
PTIK, Januari 2013, hlm. 8.

1 Romli Atmasasmita, Apakah Indonesia Perlu Meratifikasi Statuta ICC?, Makalah disampaikan
pada Diskusi di Menko Polhukam Rl, Jakarta, 2007, hlm. 12.
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12

disebutkan: “Ng

atory' obtigation) mela

(b) Oth

in accore

internationa

the circumstance 1

person concerned to Ju e’.Denga CITI: ICC berwenang
untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM

berat yang telah diputus oleh pengadilan nasional yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

. Dalam Pasal Pasal 16 Statuta ICC, disebutkan: “No investigation

or prosecution may be commenced or proceeded with under this

41 ihat kembali catatan kaki nomor 10.



Statute for a peri ouncil, in a

resoliition g

Kan tetapi prinsip
erapan yurisdiksi

dari suatu

terdapat kejela
mengikatnya dalamis; D C Jessup
juga mengatakan bahwa ra z i a_ngkah akhir yang
penting untuk memberlakukan suatu perjanjian internasional,
masih dibutuhkan langkah lanjutan sebagai langkah terakhir
yang disebut komunikasi berimbang dari fakta ratifikasi, berupa
pertukaran ratifikasi sebagaimana berlangsung pada instrumen
multilateral di mana terdapat penempatan ratifikasi pada pihak

15Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukim dan Ratifikasi,
Bandung: P.'T. Alumni, 2011, him. 276, dan 306-307.
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yang telah disepe bukanlah
masalah | - i
berkait

terma

gan atau

2%1: Indones

Dalam pandangan HansKelsen, hukumn al adalah tatanan
tertinggi, dan hukum internasional memiliki validitasnya dalam
hukum nasional.’® Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia

16 Philip C. Jessup, A Modern Law of Nations: Pengantar Hukum Modern Antarbangsa, diterjemahkan

dari A Modern Law of Nations: An Introduction, Penerjemah Fitria Mayasari, Bandung: Nuansa,
2012, hlm, 154.

17 Lihat Romli Atmasasmita, Op. Cit., hlm. 15-16.
'8 Hans Kelsen, Teori Unum fentang Hukum dan Negara, diterjemahkan dari General Theory of
Law and State, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 540,
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lah yang memp

) kelemba&
peradilan terhad
. Seperti ;%? u

orang-orang,
apabila hukurmy ersis bagi
bangsa lainnya’. Hukum ha kan*dari keselarasan
dengan tolok ukur ketentuan-d asarnya, melainkan juga dalam
kaitannya dengan kebutuhan masyarakat tertentu di mana

# Philip C. Jessup, Op. Cit., him. 52. Menurut Muladi: “kedaulatan seharusnya dilihat tidak
hanya sebagai privilege suatu negara tetapi juga mengandung responsibility baik internal
maupun eksternal”. Muladi, Pemanfaatan Kerjasama Keamanan melalui Pertukaran Informasi
Pengetahuan guna Meningkatkan Kapabilitas dan Kinerja Aparat Hukum dalam Rangka Ketahanan
Nasional , Jakarta: STIK-PTIK, 10 Oktober 2011, hilm. 19,
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menimbulkan instabilitas ket
senantiasa aka muncul pro

tertentu, tim
itu sendiri.?!
4. Implikasi ratifikasi Statitas ap*bidang sosial, adalah
bahwa dengan pengambil-alihan suatu perkara pelanggaran
HAM yang berat oleh ICC akan menimbulkan ketidak percayaan

2 Montesquieu, The Spirit of Laws: Dasar-dasar [lmu Hulun dan I Politik, diterjemahkan dari
The Spirit of Laws, Penerjemah M, Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 29.

2L Ruti G. Teitel, Keadilan Transisional: Sebuah Tinjanan Komprehensif, diterjemahkan dari
Transitional Justice, Penerjemah Tim Elsam, Jakarta: ELSAM, 2004, hlm. 140.
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masyarakat 1 _ karena

'UU Pengadilan H

an Roberto Mangabeira

oks) dengan hukum
agalan dari hukum (p
‘merespons b i

ri pihak
medan penegakan
hukum yang bersifat fo ' dan birokratis itu
meskipun merupakan hasil kesepakatan tidak akan benar-
benar bersifat netral dan akan memihak kepada orang atau
kelompok tertentu.??

2 px Adji Samekto, Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakk, 2005, hlm. 58.

 Roberto Mangabeira Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, diterjemahkan dari The Critical Legal
Studies Moveinent, Penerjemahan Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM, 1999, hlm. 5-9.
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Dalam teori k : exds fairness

. annya dengan im
CC terhadap bidang i“atas, secara tepat
engemukakan ahwa: i imary subject of jus

keluarganya dan perad

2 John Rawls, A Theory of Justice, edisi revisi, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of
Harvard University Press, 1999, hlm. 3, 11, dan 7.

B L awrence M. Friedman, Law and Society An Introduction, New ]ersey: Prentice Hall Inc., 1977,
hlm. 6-7; dan Lawrence M. Friedman, Anerican Law: An Introduction, New York: W.W. Norton
and Company, 1984,

26 Muladi, Pancasila sebagni Margin of A pprmnﬁnn dalam Hukum yang Hidup Di Indonesia, dalam
Ahmad Gunawan dan Mu’ammar Ramadhan (ed), Menggagas Hukum Progresif Indonesia,
Yogyakarta-Semarang; Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo-UNDIP, 2006, Hlm. 217,

%" Romli Atmasasmita, Globalisasi & Kejahatan Bisnis, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 17-18.
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respek dari dari
nasional maupt

yang perlu ditempuh dan dikembang
onesia adalah: 4

organisasi dafint
dengan Kejaksaan
HAM.

3. Dalam aspek penegak hukum pada penyelidikan pelanggaran
HAM yang berat, Komnas HAM dipandang perlu mendapat

L Jan Remmelink, Hitkum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undan g
Hukwmr Pidena Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hidkum Pidana Indonesia,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 391.
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penguatan d

k penegakan huk
HAM Ad Hoc

penghor

sikap dan

pemahaman tuntuts oy; cadilan universal
yang melatarbelakangi penegakan hukum pidana terhadap
pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan prinsip au dedere
au judicare yang diperkenalkan oleh Cherif M. Bassiouni.

Hadirin yang saya hormati;

Dalam kaitannya dengan Polri, dapat dikemukakan bahwa

20



batas antara ke
sebagai represei

progresif d
Peraturan Kapel ’
Prinsip dan Standar=H dalam nggaraan Tugas
Polri, sebagai pedoman tentang 1mp1ementasz prinsip dan

standar HAM agar seluruh jajaran Polri dapat menghormati,

¥ Iza Fadri, Strategi Polri Menghadapi Kejahatan Internasional dalam Perspektif Hukum HAM
Internasional (International Human Right Law) guna Mengantisipasi Terbentuknya Mahkamah Pidana
Internasional (luternational Criminal Court), TASKAP pada Sespim Polri, Dikreg XXXV, 1999,
him. 4.

0 i,
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mehndungl
dan fu
prinsi

_si Polri terhadap
g otoritas ke

antar
dalam rangkea m _

HAM terutama™s ngantisipasi
pembentukan Pengadila

6. Pengawasan dan pengendalian terhadap penghormatan dan
perlindungan HAM yang dilaksanakan secara permanen dan
berkelanjutan.

3 1za Fadri, Strategi Mennta Organisasi Polri guna Menghadapi Perkembangan Tugas pada Renstra
2010-2014 dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri, NASTRAP pada Sekolah Staf Pimpinan
Administrasi Tingkat Tinggi Polri, Dikreg XVI, 2009.
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7. Menganalisis
standar HA

or _
4, It is committed
State.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 (a) Konvensi Palermo, kejahatan
terorganisasi (Organized Criminal Group)dirumuskan sebagai: a
structured group of three or more persons, existing for a period of
time and acting in concert with the aim of commiting one or more
serious crimes of offences established in accordance with this
Convention, in order to obstain, directly or indirectly, a financial or

23



other material

g the definition of crimir
penegak hukum lebih fleksibel

compo

2 In H‘:eg -

3. The gains andyo) i . ashing);
4. More than one g

5. The group bribes civ _

Di dalam Naples Political D <Organized Transnational
Crimes yang telah disetujui oleh Sidangr ggal 23 Desember 1994, ke]ahatan

terorganisasi berdimensi transnasional (TOC) d.lrumuskan sebagaj “... group organization fo
commiit crime; hierarchical links or personal relationship which permit !eade:s to control the group:
violence, intimidation and corruption used to earn profits or control territories or markets; laundering
or illicit proceeds botli in furtherance of criminal activity and to infiltrate the legitimate economy; the
potential for expansion inta any new activities and beyond national borders; and cooperation with other
organized transnational criminal groups”,

¥ Lihat Muladi, Hukum Positif Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara, Makalah
disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Prigen: Asosiasi
Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI)-FH UBAYA, 13-19 Januari 2002.
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offenses” yang d

enderal Perserikatan

State]

internaSig
Law of the
berbatasan déare
India, Kepulauan ; ; ilipina,
Singapura, Thailand, Tii este, dan Vietnami. Multi accesses
ini dapat memudahkan masuknya sisi negatif globalisasi atau
Globalization of Crime, dan kesulitan dalam mengontrol akses

% Romli Atmasasmita, Kejahatan Transnasional dan Internasional serta Implikasinya terhadap
Pendidikan Hikron Pidana serta Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Makalah disampaikan pada
Kongres dan Seminar Nasional ASPEHUPIKI, Bandung: ASPEHUPIK], 16-19 Maret 2008.

* Jan Remmelink, Op. Cit., hlm. 369.
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sningkatan

dan tantangan terhadap keaman
al telah diatur di dalam Konvensi Pale
Nomor 5 Tahun

utama krni

* Berdasarkan data Bareskrim Polri, kejahatan transnasional yang ditangani oleh Bareskrim
Polri dan Polda Jajaran tahun 2009-2012 adalah: narkoba, money laundering, terorisme, trafficking
in person, cyber crine, transeconontic crinte, perompakan, penyelundupan senjata api, dan people
smuggling. Penanganan yang dilakukan adalah: pada tahun 2009 CT 17.529 dan CC 17.426
(99,41%), tahun 2010 CT 10.500 dan CC 9.470 (90,19%), tahun 2011 CT 20.420 dan CC 18.258
(89,41%), dan tahun 2012 CT 24.489 dan CC 19.437 (79%). Kejahatan transnasional tertinggi
ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Polda Sumut.

¥ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(UU Polri), pada Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf h, disebutkan: “Yang dimaksud dengan
“kejahatan internasional” adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar
negara, antara lain kejahatan narkotika, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia’,
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transnasional,**sesu
hasil penelitiag

Internasional Pe

®Lihat 1llias Bantekas dan Susan Nash, Op. Cit., hlm. 2-3 dan 6. Pendapat Illias Bantekas dan
Susan Nash ini menunjukkan kolaborasi pendapat Cherif M. Bassiouni dan Antonio Cassese.
Menurut Cherif M. Bassiouni, kriminalisasi dalam perjanjian internasional merupakan syarat
utama penentuan atau penetapan suatu kejahatan menjadi kejahatan internasional (Cherif
Bassiouni, QOp. Cit, hlm. 173-174). Sedangkan menurut Antonio Cassese, patokan utama
penentuan atau penetapan suatu kejahatan menjadi kejahatan internasional adalah hukum
kebiasaan internasional dan kepentingan universal. Antonio Cassese, International Criminal
Law, Oxford University Press, 2003, him. 23-24.

39 Cherif M. Bassiouni, Ibid., him. 116-118.
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diratifikasi den

. Dalam pembefante .
Indonesia menjadi C Group on Money
Laundering (Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011) dan
anggota Egmont Group (Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun
2011},

Ratifikasi atas berbagai perjanjian internasional di atés,
memunculkan kewajiban internasional (international obligation)
bagi Indonesia untuk mematuhi dan melaksana-kannya secara

28




internasiona
Servanda

éngan itikad baik)y
Konvensi Wma 1969 on the Law
an 1nterna310nal (

asional -
erinta

Matters i\

Transfer K. .
Suatu Perkars (Pemindahan
Narapidana), Join dma), Joint

Operation (Operasi Bers wJoint. Task-Foree, dan Coperative
Security.*?

Berdasarkan data pada Divisi Hubungan Internasional
Polri, kerjasama internasional kepolisian berupa memorandum
of understanding (MoU) yang dilakukan Polri secara bilateral
adalah dengan 21 kepolisian negara lain: Selandia Baru, Amerika

" 1za Fadri, dkk.. Op. Cit., hlm. 89.
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Serikat (FBI), ; Inggris,
Malaysia, Pg v, A

ekstrad131 '
mencakup:
(Selandia Baru, Austral
Inggris, Rumania, Hongar peminta (Austraha,
Perancis, Korea, Afganistan, Pakistan, Rumania, Hongaria), lima
kasus (penipuan, faedofilia, people smuggling, dan narkotika),
dengan status: tujuh telah terektradisi dan enam masih dalam
proses. Permintaan ekstradisi dari Indonesia ada sebanyak
16 permintaan yang mencakup: 16 pelaku tindak pidana, lima
kewarganegaraan (Indonesia, Australia, Belanda, Inggris dan
Arab Saudi), enam negara diminta (Australia, Hongkong, Belanda,

30




Amerika Senkat da
faedofilia,

Hadirin ya

Dalam kaitannyasdeng an bahwa
sehubungan dengan yurisdik non-mandatory*!,
maka TNC dan TOC semata-mata berada dalam yurisdiksi kriminal
dari hukum pidana nasional dan peradilan nasional Indonesia,
tidak berada dalam yurisdiksi kriminal dari Statuta ICC atau ICC.
Berdasarkan konsep yurisdiksi kriminal yang demikian, maka
4 Berdasarkan UN Convention against Transnational Crime atau Konvensi Palermo tahun 2000,

TNC dan TOC senantiasa dikaitkan dengan yurisdiksi kriminal (criminal jurisdiction) suatu
Negara yang terdiri dari yurisdiksi kriminal yang bersifat mandatory dan non-mandatory.
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Polri dengan ke gak hukum
sebagai re '

dan memberantas kejaha
i pemerintah Republik Indonesia dalam orgg
interna asan huruf j disebutkan: “Dalam pelaks
Negara 3 h ketentuan hukum internasion
maupun p
Indonesia dapa
dari negara lain, sel
untuk melakukan tin 5
ketentiian hukum dari kedua‘fiegar asional yang dimaksud,
antara lain, International Criminal Police” OFgain (i pol). Fungsi National Central
Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan: “Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri
didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu,
mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki”. Pada ayat (3) disebutkan:
“Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian
dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan
kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan
serta pelatihan”; dan pada Penjelasan ayat (3) disebutkan: “Yang dimaksud dengan “kerja sama
multilateral”, antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol
dan Aseanapol’.

32
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. Peningkatan p

terhadap pas

9. Pengawasan dan peng Ksanakan secara

permanen dan berkelan_]utan terhadap kegiatan-kegiatan
terkait penanggulangan TNC dan TOC.

10. Menganalisis dan mengevaluasi secara berkesinambungan
berbagai bentuk kerjasama kepolisian yang dilakukan oleh
Polri dengan kepolisian negara lain baik kerjasama bilateral,
regional maupun internasional dalam rangka efektivitas
penanggulangan TNC dan TOC.

33



¥ Lihat Muladi, Perkembangan Kejahatan Internasional dan Usalia Mengatasinya, Jakarta: STIK-
PTIK, 28 Mei 2012, hlm. 12,

* Nilai dasar demokrasi yang terus dikonsolidasikan, meliputi: Konstitusionalisme (Checks and
Balances); Pemilu yang Jujur dan Adil; Separation of Power; Good Governance; Supremasi Hukum;
Hukum yang Aspiratif; Desentralisasi/Otonomi Daerah; Promosi dan Perlindungan HAM;
Halk Masyarakat untuk Tahu; Perlindungan Hak-Hak Minoritas; Kebebasan Mass Media;
Keberadaan Masyarakat Madani; dan Kontrol Sipil terrhadap Militer”, [bid.
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4., Sﬁmber daya : . _-_ yang
harus dikelg it

yang memun
obligation) .

ajiban
a—bangsa

Indone
kepedulian s ! T
dan kesejahter: fimbulkan

goncangan yang mendalam. terhad: i kemanusiaan
(menggoyahkan perasaan kemanus1aan / shockmg to the human

of conscience).

8. Terdapat Jus Cogens sebagai suatu doktrin dalam Hukum
Internasional berdasarkan Konvensi Wina (Vienna Convention
on the Law of Treaties 1968), sebagai hukum tertinggi dan
bersifat memaksa yang harus dilaksanakan oleh seluruh
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negara (Obl
ini, Indon

rasanya

Internasional (HPI), se :

Pertama, kajian HPI telah distrukturkan atau dilembagakan,
dengan memasukkannya dalam struktur kurikulum atau
distrukturkan dalam perencanaan kegiatan perkuliahan, melalui
mata kuliah Hukum Pidana Internasional yang pada saat

sekarang masih terbatas pada S1 STIK-PTIK, kekhususan Hukum
Kepolisian.
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Kedua, kegiatans
(critical acade

karakteristik sebagai Kéje ansnasiond! dalam aspek
substantif, akan tetapi proses penyldlkan yang dilakukan dalam
aspek proseduralnya masih bersifat domestik,

Kelima, STIK-PTIK telah menjadi tujuan utama kegiatan studi
banding bagi lembaga pendidikan kepolisian negara lain, seperti
Kepolisian dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, China,
Malaysia, Mozambique, Timor Leste, dan New Zealand.
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detailea _.

Hadirin yang

Pada bagian akh1r Pidato - perkenankanlah
saya menyampaikan ucapan terirna kasih kepada berbagai pihak,
karena saya sangat menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak
yang telah berjasa dalam kehidupan dan karier saya, hingga saya
bisa berdiri dan berpidato di atas mimbar yang sangat terhormat
dan bersejarah bagi saya ini. Pada kesempatan ini, sangat sulit

9 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan I Hukim Pidana (Menyonsong Generasi
Baru Hukum Pidana Indonesia), Semarang: FH-UNDIP, 1994, him. 15.
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dan tidak mungking
karena itu,

mengue
hari ini,

f{ehadiran sa
kebaikan hati, dan jasa'!

Pertama-tama ijinkanlah saya mengenang 23 tahun yang
silam ketika saya menjadi mahasiswa PTIK dan Mayjen Pol. Drs.
Affandi (Almarhum) sebagai Gubernur PTIK pada waktu itu,
pada saat saya mendapatkan penghargaan sebagai pemakalah
terbaik pada simposium nasional mahasiswa. Beliau mendorong
saya untuk mengembangkan diri dan berucap “Kewajiban saya
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kemudian
Bolso/Dr:

Terimakasih tak te Ia nan dan atasan di
linglkungan Polri yang tldak blsa d1sebutkan satu persatu yang
telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan
ke University of Technology Sydney (Sydney), Nihon University
(Tolcyo); Oxford University (Inggris), New Mexico TechnologyInstitute
(Amerika), Osaka University (Osaka), Victoria University (Wellington,
New Zealand), penelitian di Leiden University (Belanda) dan kuliah
kerja di China serta Hongkong. Untuk itu terima kasih saya
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emberikan

ucapkan pula kepade
maupun mem
University .of

r81ty; serté Prof. Ra

a saya bertugas s
(Sidang PBB ."_‘_dan

semua bentuk dan tingks _ al o dang Undang
(Legal Drafter) yang bersifat nas1ona1 maupun internasional
(multilateral dan bilateral), serta pembuatan legal opinion
(Konsultan Hukum). Terima kasih juga atas kerjasama dengan
rekan-rekan dari Depkumham RI, Dr. Wicipto Setiadi, SH, MH
(Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham), Bapak
Zulkarnaen Yunus, SH, MH, Pocut Eliza, SH, MH, dan mantan
Menkumham Dr. Patrialis Akbar, SH, MH.
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esempatan ini  sa;
kepada Bapak_Dr

saat jiwa.
tu-waktu
bat, dan
endiri.

di ;
PTIK merupaizan kehormatan
arap dapat menciptakan iklim

mempersia
datang.

Keluarga sangat berpéran. da §4ya, pertama-tama
saya ingin mengenang kakek saya Insyauddm (Alm) dan nenekku
Nursiam Chaniago (Alm), serta Maktuo Nurama (Alm), beliau-
beliau ini dengan kasih sayangnya menginginkan dan berdoa
agar saya kelak berada di jalan yang lurus dan menjadi berguna.
Ihdinas syiraathal mustagim. Shiraatalladziina an’amta alaihim.
Ghairil maghdzuubi alaihim waladz dzaalliin.
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Selanjutnya
Warnidah, BA

piliha
menyat ;
saat mulai
“Ambillah rejekingar

Dalam kondisi dan as ) dan sorotan
disana-sini serta tidak bersahabat dan kondusif sebagai aparat
negara,ayahanda pun masih mengingatkan untuk bersabar dan
jangan lupa kewajiban sebagai abdi negara dan kepada Allah SWT
serta tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan-NYA.

Sebagai anak, saya memahami jerih payah dan keinginan-
keinginan ayahanda dan bunda terhadap kami anak-anaknya,
ayahanda dan bunda mampu mengantarkan kami berenam dalam
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menempuh pe

inistras
lkarneir
1 disiplir

kita sermu

anakku. Rabbighfi

rabbayaanii shag

dzurriyyatinaa, qurrata a’y ( uttaquna imaamaa.

Pada pengabdian berikut tidak ada lagi keingiﬁan yang
menggelora tetapi kesiapan pengabdianlah yang saya songsong,
saya mencoba untuk mengingat sabda junjungan kita Nabi
Muhammad SAW sebagai mana disampaikan Abu Hurairah RA
“Apabila manusia itu meninggal dunia maka putuslah segala
amalnya kecuali tiga perkara; amal jariah; ilmu yang bermanfaat;
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serta doa anak-an rupayzs

berbuat baik,

Akhi
mahasi
kisaly’

rekan staf, dos :
adi tumpuan harapan, semog
ini mampu mengingpirasi. Marilah kita
-sama menimb pengetahuan
ntasikan amal ilmi

idt

Jakarta, 29 Mei 2013
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melclui
Pertuka ran
dan Kine

Undang®
Ratifikasi :
Sosial, dan Bud

Undang-Undang Nomor en ang Pengesahan
Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008 teritang Implementasi
Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998,
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